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ABSTRAK
NAMA    : ASTUTI. M
NIM        : 10400109006
JUDUL :Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jeneponto Dan
Kedudukannya Dalam Kewarisan (Studi Komparatif Hukum
Islam Dan Hukum Adat Jeneponto)
Latar belakang penelitian ini dilakukan karena banyaknya orang yang
mengangkat anak disebabkan karena tidak adanya keturunan, supaya ada yang
memelihara di hari tuanya dan mengurus harta kekayaannya sekaligus menjadi
generasi penerusnya. Pengangkatan anak ini ditinjau dari hukum Islam dan hukum
adat Jeneponto terdapat beberapa masalah yaitu bagaimana prosedur
pengangkatan anak di pengadilan dan kedudukannya dalam kewarisan Islam dan
Adat Jeneponto.
Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas dalam penulisan skripsi ini
penulis menggunakan metode pendekatan syar’I dan yuridis sosiologis. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian merupakan data yang sifatnya normatif-kualitatif.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah prosedur pengangkatan di
Pengadilan Agama berupa bentuk dan alasan, teknik pemeriksaan. Prosedur
pengangkatan anak menurut adat dilakukan yaitu diadakan pertemuan
mengundang tokoh masyarakat yang sangat berperan, pemerintah setempat,
keluarga anak yang diangkat, keluarga yang mengangkat anak dan dibuatlah
kesepakatan serta keputusan secara bersama-sama dengan kedua belah pihak
keluarga. Sedangkan mengenai kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan
hukum adat dan hukum Islam sangat berbeda jauh. Karena hukum adat
pembagiannya tergantung dari orang tua angkatnya, pembagian warisan menurut
hukum Islam yang hanya memberikan hibah dan wasiat wajibah.
Setelah hasil penelitian disimpulkan maka penulis menyarankan diharapkan
dengan meningkatnya kesadaran beragama masyarakat muslim maka semakin
mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang
bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak dan
pembagian kewarisannya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk Tuhan yang tertinggi tidak pernah berhenti
berusaha, bekerja, berkarya,  berfikir dan mempunyai kebutuhan hidup yang tidak
akan pernah habis. Manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai
makhluk sosial.
Segi kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari koodrat kejadiannya
sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai mahluk hidup terdapat dua naluri
yang juga terdapat pada mahluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk
mempertahankan hidup dan naluri untuk mempertahankan hidup. Allah swt telah
telah menciptakan dalam setiap diri manusia ada dua macam nafsu yaitu yang
bersifat konsuntif seperti makan, minum dan lain sebagainya. Naluri tersebut
berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup. Dari sinilah muncul
kecenderungan manusia mendapatkan dan memiliki harta. Sedangkan nafsu
syahwat berpotensi melanjutkan hidup manusia.
Dalam setiap keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam
kehidupan manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat
terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. akan tetapi tidak selalu
unsur ketiga ini terpenuhi. Karena terkadang suatu keluarga tidak mempunyai
anak.
Keinginan untuk  memiliki seorang anak adalah satu hal yang sangat
didambakan oleh setiap pasangan yang sudah menikah, Oleh karena itu kehadiran
2seorang anak kandung dianggap sebagai salah satu hal yang membuat sebuah
perkawinan berjalan bahagia. Akan tetapi keinginan untuk memiliki anak dalam
suatu perkawinan tidak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan
manusia.
Pada dasarnya mengangkat anak adalah suatu perbuatan yang terutama
didorong oleh ketiadaan anak kandung dan kehendak untuk pada suatu saat
memperoleh keturunannya sendiri. Melahirkan anak kandung dari suatu
perkawinan bukan hanya untuk meneruskan generasi tetapi dipandang sebagai
manifestasi tercapainya tujuan perkawian. Hal ini antara lain dikemukakan oleh
Soepomo yang menyatakan bahwa:
‘’Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia ialah
meneruskan angkatan, meneruskan keturunan jika  suami istri mendapat anak
maka tujuan perkawinan tercapailah’’.1
Salah satu tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh
keturunan. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga yang tidak
atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan.
Sehingga berbagai usaha dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut di
antaranya ialah dengan mengangkat anak atau adopsi.2
Latar belakang dilakukan pengangkatan anak untuk mempertahankan
keutuhan perkawinan, kemanusiaan dan untuk melestarikan keturunan.
Pengangkatan anak dilakukan karena kekhawatiran akan terjadi ketidak
harmonisan suatu perkawinan dan keluarga karena tidak adanya keturunan anak
kandung.
1Soepomo,  Bab-bab Tetang Hukum Adat (Cet, XI; Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 82.
2Andi Hamzah, Kamus Hukum (Bandung: PT.Gralia, 1986), h. 28
3Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum. Oleh karena itu
mempunyai akibat hukum, Salah satu akibat pengangkatan anak adalah mengenai
status hukum pengangkatan anak itu sendiri yang sering menimbulkan
permasalahan di dalam keluarga.
Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-
beda. Antara lain dapat disebutkan karena keinginan  untuk mempunyai anak,
adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak atau sebagai
“Pancingan” adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi
teman bagi anak yang telah dimiliki, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak
terlantar dan terhadap anak yatim piatu.
Pengangkatan anak di sini dimaksudkan untuk meneruskan keturunan
merupakan motivasi dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif
serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak didalam pelukan
keluarga, yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Dengan
pengangkatan anak diharapkan agar ada yang memelihara dihari tuanya dan
mengurusi harta kekayaannya sekaligus menjadi generasi penerusnya.
Pengangkatan anak dan anak angkat telah menjadi bagian dari hukum yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi
yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-
masing daerah. Tradisi memelihara dan mengasuh anak yang berasal dari saudara
dekat, saudara jauh atau anak orang lain, yang biasanya berasal dari keluarga yang
tidak mampu dan sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai istilah dan
sebutannya.
4Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan
menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan
orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak
yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan
situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan
kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Karena fakta menunjukkan bahwa
lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam
masyarakat (living law).
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah dibuat suatu aturan tersendiri
tentang pengangkatan anak, Dengan dikeluarkannya oleh pemerintah Hindia
Belanda Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan
anak yang pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat
keturunan Tioanghoa saja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata
banyak masyarakat lain yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad tersebut. hal
itu karena faktor peraturan itulah yang ada pada masa itu.
Sementara itu dikalangan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas
di negeri ini, secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian
dari adat istiadat kebiasaan yang telah dipraktikkan masyarakat muslim di
Indonesia yang mendasarkan pada Hukum Islam dan telah merambah pula dalam
praktik melalui lembaga peradilan.
Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Pelaksana Kekuasaan
Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam selama ini telah
menerima perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-
5orang Islam berdasarkan hukum Islam. Hal itu terjadi karena adanya
perkembangan pengetahuan dan kebutuhan hukum serta kesadaran hukum yang
terjadi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Oleh karena konsep pengangkatan
anak yang ada dalam Staasblad No. 129 Tahun 1917 memiliki unsur-unsur dan
akibat hukum yang sama dengan praktik pengangkatan anak dalam masyarakat
pra Islam (jahiliyah) yang telah dilarang dalam Alquran. Sedangkan
pengangkatan anak dalam semangat nilai-nilai ta’awun, kemaslahatan,
menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tetap menjadi bagian yang
sangat dianjurkan oleh Islam. Ini terdapat dalam Q.S. Al Maa’idah (5) : 2
...'


 ...''
Terjemahnya:
’’..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran...’’.3
Pengangkatan anak dalam konteks ta’awun dan semangat pelurusan hukum
sesuai dengan asas komitmen “akidah” sebagian besar bangsa Indonesia yang
beragama Islam yang merupakan salah satu unsur dan nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat menjadi salah satu poin penting yang dijadikan dasar
pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara
permohonan pengangkatan anak.
Praktik pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh orang-orang
beragama Islam pengadilan agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan
3Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahanya (Bandung: Diponegoro, 2008),  h. 106.
6kehakiman bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan
kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” (Pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).4 Oleh karena itu, hakim wajib menggali,
mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.5
Untuk memperkuat landasan hukum praktik yang sudah berjalan selama ini
dalam penerimaan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara
permohonan pengangkatan anak, serta semangat dan aspirasi masyarakat muslim
Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam,
maka pada tanggal 20 April 2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
Pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) antara lain menyatakan : “Yang
dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan
Undang-Undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syari’ah” pada
angka 20 menyatakan : “penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan
anak berdasarkan hukum Islam”.6
Mengangkat anak saat ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi
setiap orang baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan maupun yang di
4Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Himpunan
Peraturan Perundang-undangan RI, Jilid I (Jakarta: CV. Citra Mandiri 2004), h. 20
5Ibid., h. 35
6Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika 2006), h. 50.
7karuniai keturunan. Karena hal ini diperbolehkan oleh undang-undang dan telah
diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum. Pengangkatan anak dilakukan dari
zaman dulu bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Pada masa sekarang ini pelaksanaan  pengangkatan anak telah jauh
berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengangkatan anak
yang sudah berkembang dari tujuan semula diadakannya pengangkatan anak.
Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya pengangkatan anak
mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keturunan.
Bermacam-macam motif pengangkatan anak turut mewarnai hukum anak
angkat dengan anggota keluarga dari orang tua angkat, yang membawa serta hak
dan kewajiban anak angkat dalam kehidupan sehari-hari dan demikian pula
dibidang kewarisan .
Dalam hukum Islam, lebih tegas dinyatakan bahwa pengangkatan anak dapat
dilakukan tetapi tidak boleh sederajat kedudukannya dengan anak kandung.
Artinya semua hak-hak yang diberikan kepada anak angkat tidak boleh sama
dengan anak kandung. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Q.S. Al-ahzab (33) :
4.





Terjemahnya:
‘’...dan tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu
(sendiri).yang demikian itu hanyalah perkataan dari mulutmu saja. Allah
mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).’’7
7Departemen Agama RI, op. cit.,h. 418.
8Berdasarkan ayat di atas, Islam tidak membenarkan bahwa anak angkat sama
statusnya dengan anak kandung.8
Anak yang berkedudukan sebagai anak angkat atau piarah, apakah ia berhak
mewarisi dari orang tua angkat akan ditentukan oleh hukum adatnya masing-
masing daerah dimana hukum adat itu dipertahankan oleh penganutnya.
Sedangkan dalam hukum Islam semua anak yang berstatus anak angkat dan anak
piarah dimana saja dia tetap tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya.
Permasalahan terkadang muncul dalam pengangkatan anak, yakni dalam hal
pembagian warisan, yang pada umumnya yang berujung pada perselisihan yang
mengganggu ketertibatan  hukum dalam masyarakat, karena percekcokan yang
tidak pernah selesai bahkan  memakan korban.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka
rumusan masalah dalam’’ Pengangkatan anak di Pengadilan serta kedudukannya
dalam kewarisan hukum Islam dan hukum adat Jeneponto’’, yaitu:
1. Bagaimana Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Islam dan Hukum
Adat Jeneponto?
C. Defenisi Operasional
1. Pengangkatan Anak
Pengangkatan anak (adopsi atau tabanni) yaitu suatu pengangkatan anak
orang lain sebagai anak sendiri.9
8Ibnu Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir (Kuala Lumpur: Victoria Agencie, 2003),
h. 287
92.Hukum Kewarisan Islam
Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang
perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-
masing.10
3. Hukum Kewarisan Adat
“ Hukum adat waris adalah membuat peraturan-peraturan yang mengatur
proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda barang-
barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan
manusia (generatie) kepada turunannya.11
Defenisi Oprasional dari ‘’Pengangkatan Anak di Pengadilan serta
Kedudukannya dalam Kewarisan Islam dan Hukum Adat Jeneponto’’ adalah
bagaimana pandangan hukum tentang pengangkatan anak yang telah dipraktikkan
oleh pengadilan agama perlu dianalisis tentang dasar hukum yang dijadikan
panduan  untuk menerima permohonan pengangkatan anak dan pertimbangan
hukum yang digunakan untuk menetapkan pengangkatan anak serta apa yang
menjadi landasan pembagian kewarisan anak angkat dalam Hukum Islam dan
Hukum adat yang ada di Kabupaten Jeneponto.
D. Tinjauan Pustaka
Dalam penulisan karya ilmiah, Tinjauan pustaka menduduki posisi yang
penting. Hal ini dimaksud untuk memberikan penjelasan bahwa masalah pokok
atau judul yang dibahas serta diteliti memiliki korelasi dengan buku-buku yang
menjadi rujukan dalam penulisan skripsi dan  beberapa teori yang dikemukakan
oleh para ahli pengetahuan atau para cendikiawan.
9Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1988), h. 7.
10H. Abdulrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), h. 155.
11Hilman Hadikusuma, Hukum Kewarisan Adat (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h.
7
10
Sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan penulisan telah mengkaji
dan menelaah berbagai literatur yang berbau Pengangkatan Anak dan Kewarisan
sebagai kajian pustaka.
Dalam bukunya Rusli Pandika,  yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak
(Jakarta: Sinar Grafika 2012) secara umum membahas tentang masalah Pokok
Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak dalam sistem hukum adat dan
Pengangkatan anak dewasa ini. Dan Buku Muderis Zaeni  yang berjudul Adopsi
suatu tinjauan dari tiga sistem hukum (Jakarta: Sinar Grafika 1995), yang
membahas tentang pengertian adopsi, macam-macam anak.
Dalam buku Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan yang berjudul Hukum
Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Kencana 2008), Secara umum
membahas tentang Pengangkatan anak dalam hukum Islam, Anak angkat dan
wasiat wajibah serta penentuan nazab anak angkat.
Dalam buku Muhammad Daud Ali yang berjudul Hukum Islam (Jakarta:
Raja Grafindo Persada 2007), Secara umum membahas tentang Kerangka dasar
Agama dan ajaran Islam, Hukum Islam, Sumber serta Asas-asas hukum Islam.
Dalam buku Hilman Hadikusuma yang berjudul, Pengantar Ilmu Hukum
Adat Indonesia (Bandung Mandar Maju 2003). Membahas tentang Pengertian
kewarisan adat dan sistem kewarisan Adat.
Meskipun telah banyak buku-buku yang membahas tentang anak angkat dan
kewarisan, Tetapi belum ada judul atau penelitian yang sama persis dengan yang
penulis akan kaji.
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D. Tujuan dan kegunaan
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan rujukan penerimaan
permohonan pengangkatan anak di pengadilan Agama.
b. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam kewarisan menurut hukum
Islam dan hukum adat di Jeneponto.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Praktis (Practice Significance). Diharapkan dapat menjadi masukan
dan pertimbangan bagi intansi terkait dengan masasalah pengangkatan anak
dan pembagian warisan.
b. Kegunaan Akademik (Academic Significance). Bagi mahasiswa, khususnya
fakultas syariah, tulisan ini diharapkan akan berguna bagi pedoman untuk lebih
jauh lagi mengadakan penelitian di pengadilan agama tentang pengangkatan
anak yang pada akhirnya akan berguna bagi masyarakat.
E. Garis Besar Isi Pembahasan
Dalam sistematis pembahasan ini, Penulis membagi ke dalam V Bab.
Bab pertama. Penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, defenisi oprasional dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan
serta garis besar haluan isi penelitian.
Bab kedua, berisi Tinjauan pustaka tentang pengertian anak, (Alasan dan
tujuan pengangkatan anak, syarat-syarat, dasar hukum pengangkatan anak,
.pengertian hukum kewarisan Islam (asas kewarisan, dasar hukum, wasiat dan
wasiat wajibah) dan Pengertian Hukum kewarisan adat
12
Bab ketiga berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, metode
pengumpulan data, metode pengelolahan dan analisis data.
Bab keempat berisi tentang pembagian prosedur pengangkatan anak di
Pengadilan Agama, data-data kasus tentang pengangkatan anak serta pembagian
warisannya di Pengadilan. Dan pengangkatan warisan serta pembagian warisan
anak angkat menurut adat Jeneponto.
Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan implikasi
penelitian
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. PENGANGKATAN ANAK
1. Pengertian Pengangkatan Anak
Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal
dari kata adoptie dalam bahasa Belanda atau adoption dalam bahasa Inggris.
Adoption artinya pengangkatan, pemungutan adopsi, dan untuk sebutan
pengangkatan anak disebut adoption of a child.12
Dalam bahasa Arab disebut ‘’tabanny’’ yang dikutip Mahmud Yunus
diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus Munjid
diartikan ‘’ittikhadzahu’’, yaitu menjadikan sebagai anak.13
Dalam Ensiklopedia Umum sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaeni dalam
bukunya menyebutkan bahwa.
‘’Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan
anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi
dilaksanakan untuk mendapat pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi
orang tua yang tidak beranak.14
Pengertian pengangkatan anak secara literlijk yang diserap dari bahasa
Belanda dan diartikan dalam kamus hukum, yaitu suatu tindakan mengambil anak
orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri,
12Jhon M. Echlas dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1981), h.
13.
13Muderis Zaeni, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sisten Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,
2002), h. 4.
14Ibid., h. 5.
14
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut
hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.
a. Menurut Pandangan Beberapa Ahli
Beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang pengertian pengangkatan
anak atau adopsi sebagai berikut:
Menurut Muderis Zaeni sebagaimana yang dikutip oleh Surojo Wignijodipuro
bahwa :
Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang
lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga orang yang
memumgut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum
kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua anak dengan anak
kandungnya sendiri.15
Adapun rumusan yang diberikan oleh JA.Nota yang dikutip oleh Purnadi
Purbotjaraka dan Sarjono Soekanto mengenai adopsi.
Suatu lembaga hukum yang menyebabkan seseorang beralih hubungan
keluarga lain sehingga timbul hubungan-hubungan hukum yang sama atau
sebahagian sama atau dengan hubungan antara anak yang sah dengan orang
tuanya’’(…een rechtsinstelling wardoor iemand in een ander familieverbend
overgaat een wel ze, dat gehoel of gedecltelijke reshts betrekingen onstaan
als tauasseen con wetting geboren kina en zijn onders)’’.16
Sedangkan menurut M. Budiarto sebagaimana yang dikutip oleh Surjono
Sukanto memberikan rumusan tentang adopsi atau pengangkatan anak yaitu:
Sebagai suatu perbuatan pengangkatan anak untuk dijadikan anak sendiri,
atau mengangkat anak untuk kedudukan tertentu yang menyebabkan
timbulnya hubungan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan
darah.Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan
semata-mata untuk memelihara anak saja. Dalam hal ini anak tidak memunyai
kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal kewarisan.17
15Ibid.,
16M Budiarto, Pengangkatan Anak Dari Tiga Sistem Hukum (Jakarta: Akademi Presindo,
1991), h. 43.
17Ibid.
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Di Jawa Tengah pengangkatan anak menurut M.M Djojodiguno dan Raden
Tirtawinata sebagaimana yang dikutip oleh M. Budiarto bahwa:
“Pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud
supaya anak itu menjadi dari orang tua angkatnya. ditambahkan bahwa adopsi
itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir (uiterlijk)
maupun batin (innerlijk) merupakan anak sendiri”.18
Menurut Mahmud Syaltut bahwa anak angkat dibedakan atas dua macam
yaitu:
1) Anak angkat adalah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya
bahwa ia sebagai anak orang lain dalam keluarganya.ia diperlakukan
sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan
pelayanan dalam segala kebutuhanya.
2) Anak angkat yaitu yang dipahami dari perkataan ‘’tabanni’’(mengangkat
anak secara mutlak). Menurut syariah adat dan kebiasaan yang berlaku
pada manusia. Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai
orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada
dirinya. Sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan
hukum sebagai anak.19
Dari rumusan-rumusan ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perbuatan
pengangkatan anak ini menimbulkan pada orang tua angkat ’’kekuasaan orang
tua’’, atas anak yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat
antara lain misalnya, untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat dan tidak
semata-mata kepentingan anak yang diangkatnya.
b. Menurut Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007
Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No 54 Tahun 2007 tentang
pelaksanaan pengangkatan anak. Dinyatakan bahwa:
18Ibid.
19A. Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van  Hoeven, 1996),
h. 29 dan 30.
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Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang
anak dari lingkuangan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak
tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Hal tersebut
sebagaimana tertera dalam Ketentuan Umum Pelaksanaan Pengangkatan
Anak pada pasal 1 ayat 2 PPNo 54 Tahun 2007.
c. Menurut Hukum Islam
Dalam hukun Islam, sudah sejak zaman jahiliyah, orang arab telah mengenal
dan melakukan pengangkatan anak. Pada waktu itu Nabi Muhammad saw
mengangkat anak seorang laki-laki bernama Zind bin Haritsah. Tindakan Nabi
Muhammad saw ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu sebagaimana
tertera dalam Alquran surah Al-Ahzab ayat 4,5 dan 40 yang diturunkan untuk
memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad saw dalam mengangkat anak yang
disesuikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangra arab
saat itu.20
Berkaitan dengan pengangkatan anak ini Q.S. Al-Ahzab berbunyi:
Q.S. Al-Ahzab (33) : 4





Terjemahnya:
“dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu
(sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan
Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang
benar)’’.21
20M. Budiarto, loc. cit.
21Departemen Agam RI, loc. cit.
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Q.S. Al-Ahzab (33) : 5









Terjemahnya:
‘’ Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak
mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap
apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja
oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’’.22
Menurut Ibnu Katsir, Kedua ayat di atas menyinggung dua adat kebiasaan
zaman Jahiliyah ysng diluruskan dan ditentukan hukumnya sesuai dengan
Fitrah ysng menjiwai Agama Islam. Kedua ayat kebiasaan itu adalah adat
yang disebut zhihar dan adat memungut anak angkat. Masalah anak angkat
pada ayat di atas, tidak disamakan statusnya seperti anak kandung.23
Q.S. Al-Ahzab (33) : 40





Terjemahnya:
’’ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara
kamu., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah
Maha mengetahui segala sesuatu’’.24
22Ibid.
23Ibnu Katsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid II (Cet, V; Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011),
h. 499.
24Ibid.,h. 423.
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Menurut Ibnu Katsir, Nabi Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang
anak sahabat, karena ittu beliau dapat mengawini janda Zaid bin Haritsah
yang bukan anak kandungnya tetapi adalah anak angkatanya.25
Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi status kepada anak
angkat sebagai anak kandung. Meskipun barangkali dilihat dari kenyataan
kehidupan sehari-hari hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak
angkat sudah tidak ubahnya seperti anak kandung dengan orang tua kandung, hal
itu tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.
Dari hal yang diutarakan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa prinsip-
prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar
seorang Adopsi atau keluarga buatan ini telah dikenal diberbagai tempat
dipermukaan dunia ini baik pada masyarakat primitif maupun masyarakat yang
sudah maju.
Ketentuan anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarah
yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan
anak.
d. Menurut Hukum Adat
Hukum tentang pengangkatan anak terdapat pula dalam hukum adat, yang
dimaksud dengan hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi penduduk
pribumi, sebagai terjemahan dari bahasa belanda ‘’adatrecht’’ yang digunakan
pertama kali oleh C. Snouck Hourgronje dalam bukunya ‘’De Atjehers’’.26
25Ibnu Katsir., op, cit., h. 311.
26M Budiarto, loc. cit.
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Pengangkatan anak menurut hukum adat mempunyai tingkatan-tingkatan
tertentu. Di Bali pengangkatan anak dari anak angkat menjadi anak yang sah sama
sekali yang diangkat anak baik secara lahiriah maupun batiniah merupakan anak
sendiri.
2. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak
a. Alasan Pengangkatan Anak
Alasan-alasan orang melakukan pengangkat anak adalah bermacam-macam,
tetapi terutama yang paling penting adalah:27
1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak
mampu memeliharanya.
2) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan
memeliharanya dihari tua.
3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan
mempunyai anak sendiri.
4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5) Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja
6) Untuk mempertahankan ikaan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.
Arief Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai
dampak terhadap perlindungan anak, Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:28
1) Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu;
27Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia (Jakarta: Tarsito, 1982), h. 3.
28Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Cet, II; Bandung:Bumi
Aksara,  1980), h. 38.
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2) Anak yang cacat mental, fisik, sosial;
3) Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu
mengelolah keuangannya;
4) Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang
tua kandung sepanjang hayat;
5) Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.
Beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakan suatu
pengangkatan anak antara lain:29
1) Dilihat dari sisi adoptant, karena ada alasan sebagai berikut:
a) Keinginan mempunyai keturunan atau anak;
b) Keinginan untuk mendapatkan teman untuk dirinya atau anaknya;
c) Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang
membutuhkan;
d) Adanya ketentuan hukum yang member peluang untuk melakukan suatu
pengangkatan anak;
e) Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk
kepentingan pihak tertentu.
2) Dilihat dari sisi orang tua anak, karena alasan sebagai berikut:
a) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri ;
b) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua atau kerana ada pihak
lain yang ingin mengangkat anaknya;
c) Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
d) Saran-saran dan nasehat dari pihak keluarga atau orang lain;
29Ibid., h. 40.
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e) Keinginan hidup anaknya lebih baik dari orang tua angkatnya;
f) Ingin agar anaknya terjamin materil selanjutnya;
g) Masih mempunyai beberapa anak lagi;
h) Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri;
i) Keinginan melepaskan anaknya, karena rasa malu akibat hubungan yang tidak
sah;
j) Keinginan melepas anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak
sempurna fisiknya.
b. Tujuan Pengangkatan Anak
Tujuan pengangkatan anak selain untuk memperoleh anak, mendapatkan anak
yang berjenis kelamin berbeda dengan anak yang dimiliki menolong anak yang
yatim piatu dan ada juga bertujuan untuk mensejahterahkan anak dan
melindunginya dari kekerasa dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang
layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.
Sejalan dengan perkembangan waktu dan masyarakat nilai dari pengangkatan
anak mengalami pergesaran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama
ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (adoptant), tetapi
untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak
yang diangkat (adoptandus) yakni untuk kesejahteraan si anak.
2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak
a. Menurut Hukum Islam
Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat dibenarkan, akan
tetapi dalam hukum Islam menganjurkan agar umat Islam melakukan
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pemeliharaan terhadap anak terlantar dan hal-hal tersebut harus memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang
tua biologis dan keluarganya.
2) Anak angkat tersebut tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua
angkatnya, melainkan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya,
demikian juga orang tua angkat tersebut tidak berkedudukan ahli waris anak
angkatnya.
3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara
langsung kecuali sekedar tanda pengenal atau alamat.
4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai ahli waris dalam perkawinan
terhadap anak angkat.30
b. Menurut Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007
Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan
pengangkatan anak pada abad III mengenai syarat-syarat pengangkatan anak
secara esplisit dijelaskan syarat-syarat pengangkatan anak, hal tersebut
sebagaimana tertuang dalam pasal 12-17 Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007
sebagai berikut:
Pasal 12
1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. Merupakan anak terlantar atau anak yang ditelantarkan;
30M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum(Jakarta: Akademi
Presindo, 1985), h. 23.
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c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
d. Memerlukan perlindungan khusus.
Pasal 13
b). Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
a. Sehat jasmani dan rohani;
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh
lima) tahun;
c. Beragama sama dengan Agama calon anak;
d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
kejahatan;
e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;;
h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua dan wali anak;
j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. Adanya laporan sosial dari pekerja social setempat
l. Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin
pengasuhan diberikan; dan
m. Memperoleh izin menteri dan atau Kepala Instansi Sosial.
B. HUKUM KEWARISAN ISLAM
1. Pengertian Kewarisan Islam
Hukum Kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum
kekeluargaan yang mempelajari tentang tata cara melanjutkan atau mengalihkan
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harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang
berhak menerimanya. Hukum kewarisan Islam bertujuan agar dalam pembagian
harta peninggalan tersebut tidak terjadi perselisihan dan dapat dilaksanakan
dengan seadil-adilnya.
Berapa pengertian hukm kewarisan Islam menurut pendapat beberapa pakar,
antara lain sebagai berikut:
A Assaad Yunus mengemukakan bahwa
‘’ Hukum kewarisan Islam adalah perpindahan harta benda dari generasi yang
lama ke generasi yang baru sesuai ketentuan Nash Alquran dan Sunnah
Rasulullah saw ’’.31
Ahmad Hassan memberikan pengertian hukum kewarisan Islam, yaitu:
"Kewarisan ini berasal dari kata Al irts Wirts, Al Wiratah, Al turats, Al
Mirats, Al Tarikh, itu semuanya artinya pusaka, budel, peninggalan yaitu
harta benda yang ditinggalkan oleh orang mati ’’.32
H. Abdurahman mengatakan:
‘’Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing ’’.33
Jadi pendapat di atas, jika kita perhatihan terdapat persamaan arti hukum
Islam yang dikemukakan terdahulu yakni sama-sama mempersoalkan tentang
tatacara perpindahaan harta benda pewaris kepada ahli waris pada waktu pewaris
meninggal dunia.
31A Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam (Cet, I. Jakarta: PT. Alquashwa, 1992), h. 1.
32Ahmad Hassan, Al- Faraid Ilmu Pembagian Warisan (Cet, I. Jakarta: Pustaka Progresif,
2003), h. 24.
33H. Abdulrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet, I; Jakarta: Akademi Presindo,
1992), h. 155.
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Akan tetapi wujud warisan atau harta benda peninggalan menurut hukum
Islam berbeda dengan hukum waris adat, seperti yang dikatakan
Wijorno Prodjodikoro bahwa:34
Hukum kewarisan Islam adalah tata aturan yang bertalian dengan
perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris pada saat pewaris
telah meninggal dunia. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum
kewarisan Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang
meninggal dunia dalam keadaan yang bersih, artinya harta peninggalan yang
akan diwarisi oleh para ahli waris setelah dikurangi dengan pembayaran
hutang pewaris yang dikibatkan oleh wafatnya sang pewaris.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pengertian hukum
kewarisan Islam yaitu segala hak dan kewajiban pewaris termasuk yang tidak
terwujud dan abstrak yang dibagi oleh para ahli waris setelah segala hutang-
hutang yang mewariskan harta benda tersebut dibayar atau diselesaikan oleh ahli
waris.
Jadi dasarnya adalah harta benda yang akan diwarisi oleh para ahli waris
yaitu harta benda yang bersih saja. Hal ini umumnya didasarkan kepada suatu
pengormatan kepada yang meninggal dunia, serta dengan keyakinan pewaris
dapat menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tenang tanpa suatu beban
yang dapat memberatkannya.
2. Asas-asas Kewarisan Islam
Sebagai Hukum Agama, Maka hukum kewarisan Islam itu terutama
bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.
Dengan demikian, hukum kewarisan Islam itu mempunyai colok tersendiri dan
34Wijorno Prodjodikoro, Hukum Kewarisan di Insonesia (Cet, I; Bandung: Sumur, 1979), h.
19.
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mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berbeda dengan hukum yang lain
yang semata-mata bersumber dari akal manusia.
Asas-asas dalam hukum kewarisan Islam itu dapat digalih dari ayat-ayat
Alquran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw
dalan sunnahnya.
Asas-asas tersebut dapat diklarifikasikan sebagai berikut:
a. Asas Ijibari
Secara etimologi kata ‘’Ijibari’’ Mengandung arti ’’paksaan’’, yaitu
melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti
terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang
masih hidup dengan sendirinya. Maksudnya tanpa adanya perbuatan hukum atau
pernyataan kehendak dari si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau
menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Dengan perkataan lain, karena
adanya kematian sang pewaris, secara otomatis hartanya beralih kepada ahli waris
yang terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, demikian juga
halnya bagi si pewaris.
b. Asas Bilateral
Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam kewarisan Islam adalah
seseorang menerima hak warisnya dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari
seorang keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.
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c. Asas Individual
Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian
yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris yang lainnya (sebagaimana
halnya) dengan pewarisan kolektif yang telah dijumpai dalam sistem hukum adat.
d. Asas Keadilan Berimbang
Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan
kewajiban dan keseimbangan ini dapat ditemui di masyarakat yang menganut
garis keturunan patrilinear yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja
(garis kebapakkan).35
3. Dasar Hukum Kewarisan Islam
Dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah kewarisan yang terdapat dalam
Alquran adalah sebagai berikut:
Dalil tentang harta warisan dan pewarisannya:
a. Q.S. An-Nisa (4) : 33







Terjemahanya:
“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan
karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.dan (jika ada) orang-orang
yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada
mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.36
35Surahwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Cet, I; Jakarta: Sinar
Grafika, 1995), h. 35.
36Departemen Agama RI, op. cit., h. 83.
28
Menurt Ibnu ‘Abbas, Mujahidin, Sa’id bin Jubair, qatadah, Zain bin Aslam,
as-Suddi, adh-Dhahhak, Muqatil bin Hayyan dan lainnya berkata tentang
Firman-Nya
() ‘’Bagi tiap-tiap
(harta peninggalandari harta yang di tinggalkan ibu bapak dan karib
kerabatnya), Kami jadikan mawali yang dimaksud dengan mawali adalah ahli
waris. Kemudian ‘’ dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah
setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya’’.
Maksudnya orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka, maka
berikanlah bagian mereka sebagaimana yang telah kamu janjikan dalam
sumpah setia tersebut. Sesungguhnya Allah menjadi saksi diantara kalian
dalam berbagai persetujuan dan perjanjian tersebut.37
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam tiap tiap harta peninggalan memiliki
pewaris pewarisnya baik harta dari ibu, bapak, dan karib kerabat dan orang yang
telah bersumpah setia.
b. Q.S. Al-Anfaal (8) : 75








Terjemahnya:
‘’Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta
berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga).
Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab
Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu’’.38
Menurut Allamah kamal, Yakni sanak saudara lebih berhak dalam urusan
kewarisan, sebagian dari mereka lebih berhak dari sebagian yang lain karena
ada pertalian keluarga. Sebagian penafsir mengatakan bahwa ayat suci ini
dapat diambil sebagai sebuah bukti atas kenyataan bahwa siapapun akan lebih
dekat kepada ayahnya. Dalam artian pertalian, adalah lebih berhak seorang
37Ibnu Katsir, op, cit., h. 419.
38Deparemen Agama RI, op, cit., h. 186.
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anak mendapat warisan dari ayahnya. Ayat ini diakhiri dengan kalimat
berikut, Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.39
Dalam hukum kewarisan kerabat terdekat lebih berhak dalam urusan
kewarisan dari pada sesamanya (daripada yang bukan kerabat) dan yang lebih
baik adalah anak mendapat warisan dari ayahnya.
c. Q.S. Al-Ahzab (33) : 6












Terjemahnya:
’’Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri
mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka.dan orang-orang
yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-
mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-
orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu
(seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)’’.40
Menurut Ibnu Katsir, Bahwasanya orang-orang yang mempunyai hubungan
darah dan ikatan nasab satu kepada orang lain, karena itulah yang berhak
mewarisi dari pada orang-orang mukmin dan Muhajirin yang hanya diikat
dengan hubungan Agama dan ikatan ukhwah Islamiah, kecuali jika mereka
mau berbuat baik kepada saudara-saudara seAgamanya dengan mewariskan
kepada mereka dari harta peninggalanya sesuai yang di syariatkan oleh
Islam.41
39Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran Jilid II(Jakarta: Al- Huda, 2003), h. 66.
40Departemen Agama RI, op.cit., h. 418.
41Ibnu Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid VI (Kuala Lumpur: Victori Agencie,
2003), h. 289.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa yang paling berhak dalam hak kewarisan
adalah orang orang yang mempunyai hubungan darah dan ikatan nasab daripada
dengan orang orang mukmin dan muhajirin kecuali yang mempunyai harta mau
berbuat baik kepada saudara seagamanya kemudian semua itu harus sesuai dengan
syariat Islam
Dari penjelasan ketiga ayat di atas, kewarisan erat kaitannya dengan Wasiat
karena di Pengadilan wasiat itu masuk kedalam kewarisan dan untuk lebih
lengkapnya akan dibahas juga tentang wasiat dan wasiat wajibah
4. Pengertian Wasiat
Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan
diakui dalam syriat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya.42
Secara etimologi kata al-wasiyyah bersal dari akar kata washo, yang berarti
janji seseorang kepada orang lain.43wasiat juga bisa berarti ‘’pesan atau janji
seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik kepada orang
yang berwasiat masih hidup maupun setalah wafat”.44 Washiyat/wishayat kadang-
kadang juga disebut juga dengan wilayah atau al-washiyah al-ahdiyah (pesan
amanat), dan orang yang menerima amanat disebut al-washi al-mukhtar atau
penerima amanat yang dipilih.
42Abu Zahra, Syarh Qanun al-Wasiyah. (Dar Fikih al-Arabi, 1978), h. 7.
43Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Jilid IV (Mesir: Darul Ma’arif, t.th.), h. 4853.
44Abdul Aziz Dahlan, Ensikplodia Hukum Islam, Jilid VI (Jakarta: PT Iktiar Baru Van
Hoeve, 1996), h. 1926.
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Al-Qurtubi, sebagaimana yang dikutip oleh Badran Abu al-‘Ainaini
mengemukakan bahwa:
wasiat menurut bahasa pada mulanya merupakan istilah untuk segala sesuatu
yang diperintahkan melakukan dan melaksanakannya pada masa hidup atau
setelah kematian, kemudian ‘urf atau tradisi mengkhususkan penggunaanya
terhadap amanat atau pesan yang pelaksanaanya dilakukan setelah pemberi
amanat meninggal dunia.45
Secara terminologi wasiat adalah penyerahan harta secara suka rela dari
seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta
itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.46
A Hanafi mendefenisikan:
wasiat dengan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya
untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaanya terjadi sesudah ia
meninggal dunia.47
Defenisi ini mencangkup seluruh bentuk wasiat, seperti pemilikan harta,
pembebasan seorang dari utangnya, pembagian harta bagi ahli waris yang
ditinggalkannya  wasiat pemberian manfaat, dan mencangkup wasiat berupa
pesan untuk melaksanakan kewajiban yang masih tersangkut pada harta yang
ditinggalkan.48
5. Dasar Hukum Wasiat
a. Q.S. Al-Baqarah (2) : 180





45Badran Abu Al-Ainani Badran., Ahkam al-Wasaya wa al-Auqaf (Iskandariyah: Muasasah
Syabab al-Jami’ah, 1982), h. 6.
46Abdul Aziz Dahlan, loc, cit.
47A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). h. 37.
48Abu Zahrah. op. cit., h. 10.
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

Terjemahnya:
’’ diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa’’.49
Menurut Allamah Kamal, Allah Mewajibkan berwasiat bagi orang yang
beriman bagi orang yang beriman yang telah merasa bahwa ajalnya sudah
dekat, dengan datangnya tanda-tanda bahwa dia akan mati, kewajiban yang
berwasiat itu adalah kepada orang-orang yang mempunyai harta, agar sesudah
matinya dapat disisihkan sebagian harta yang akan diberikan kepada ibu,
bapak dan karib kerabatnya dengan baik (adil dan wajar).50
Para Ahli Tafsir dan Ahli Fikih Berpendapat bahwa menyampaikan suatu
wasiat adalah suatu kewajiban apabila seseorang memiliki utang-piutang atau
kewajiban Agama yang mesti dipenuhi.51
Seseorang yang beriman dan bertakwa ketika telah datang tanda tanda
kematian pada dirinya, maka diwajibkan untuk berwasiat secara ma’ruf agar dapat
disisihkan sebagian harta yang akan diberikan kerabatnya dengan cara yang baik.
b. Q.S. Al-Maidah (5) : 106








...
Terjemahnya:
49Departemen Agama RI, op. cit., h. 27.
50Allamah Kamal Faqih Imani,op. cit., h. 300.
51Ibid.,  h. 29.
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’’ Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi
kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan
oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan
Agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu
ditimpa bahaya kematian..52
Menuut Ibnu Katsir, Dalam ayat di atas terdapat hukum yang sangat penting’’
orang-orang yang beriman, apabila salah seorang menghadapi kematian,
sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua
orang yang adil. Keduanya orang-orang yang adil diantara kamu yakni dari
antara kaum muslimin.53
Ayat di atas menjelaskan tentang seseorang yang sudah ada tanda-tanda
kematian pada dirinya diwajibkan untuk berwasiat dan wasiat itu harus disaksikan
oleh dua orang muslimin atau dua orang non-muslim agar tidak ada perselisihan.
c). Q.S. An-Nisa (4) : 11

...
Terjemahnya:
‘’…Pembagian-pembagian tersebut  sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau
(dan) sesudah dibayar hutangnya…’’.54
d). Q.S. An-Nisa (4) : 12
 ...
 ...
Terjemahnya:
‘’…Pembagian-pembagian tersebut  sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
atau (dan) sesudah dibayar hutangnya…’’.55
Menurut Ibnu Katsir, Pada surah An-Nisa ayat 11 dan 12 terdapat pendapat
bahwa, Para ulama Salaf dan Khalaf sependapat bahwa utang piutang harus
didahulukan dari pada wasiat. Pengertian tersebut di fahami dari maksud
ayat yang mulia ini apabila difikirkan lebih mendalam.56
52Departemen Agama RI, op, cit., h. 125
53Ibnu Katsir, op. cit.,h. 248.
54Departeman Agama RI, op, cit., h. 78.
55Ibid., h. 79.
56Ibnu Katsir, op, cit., h. 446.
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Wasiat yang telah diucapkan seseorang maka utang piutang yang dimiliki
harus dipenuhi. Setelah utang piutangnya diselesaikan maka ahli waris baru dapat
membagi harta warisan tersebut.
Keempat ayat di atas berlaku bahwa wasiat berlaku setelah seseorang wafat
dan merupakan suatu suatu kewajiban yang harus diunaikan oleh ahli waris.
6. Wasiat Wajibah
Dalam realitas kehidupan masyarakat, adakalanya pewaris hidup dengan
orang yang bukan keluarga atau keturunannya sendiri. Misalkan saja dia hidup
dengan anak angkat atau orang tua angkatnya. Dalam sistem kewarisan Islam
tidak diatur bagian untuk anak angkat. Hal ini akan menjadi sedikit problem,
manakala dalam pembagian warisan nanti, si anak angkat atau orang tua angkat
yang telah sekian lama tinggal, mengurus dan merawat si pewaris tidak
mendapatkan apa-apa dari harta warisannya.
Secara etis, seharusnya si pewaris memberikan jatah sebagian hartanya
kepada anak angkat atau orang tua angkatnya tersebut. Salah satunya dengan
diberlakukannya wasiat wajibah. Dalam hukum adat, seorang anak angkat atau
orang tua angkat bisa saja menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris.
Bahkan dikenal adanya sistem pengganti waris. Adapun Kompilasi Hukum Islam
( KHI ) juga telah mengakomodir ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat
atau orang tua angkat. Hal ini terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam
(KHI).
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Suparma Usman mendefenisikan:
wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau
tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini
tetap dilaksanakan baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang
yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan
bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis atau dikehendaki, tetapi
pelaksanaannya didasarkan kepada alasan - alasan hukum yang membenarkan
bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.57
Dalam hal ini, orang tua angkat dan anak angkat dapat saling mewarisi
melalui modekasi wasiat wajibah.58 Terdapatnya ketentuan dan pengaturan
warisan bagi orang tua angkat dan angkat berdasarkan konstruksi hukum wasiat
wajibah itu, menurut Abdullah Kelib, akan menjadikan hukum kewarisan Islam
selaras dengan nilai-nilai yang hidup dengan rasa keadilan yang sesuai dengan
kesadaran hukum masyarakat.
Menurut para ahli, rumusan pasal 209 KHI dianggap pula baru yang dapat
mendistribusikan harta kekayaan secara ma’ruf kepada orang yang bukan ahli
waris. Sehingga dengan pola ini dapat mengakomodir pihak-pihak yang sangat
berjasa pada pewaris tapi tidak tercantum dalam urutan ahli waris.
Sebenarnya konsep wasiat wajibah seperti ini telah pula dianut dibeberapa
negeri muslim seperti Mesir melalui kitab Undang-Undang Hukum wasiat mesir
Nomor 71 tahun 1946. Sistem tersebut juga diadopsi oleh Suriah pada tahun 1953,
Tunisia pada tahun 1957, dan Maroko pada tahun 1958, hanya saja di Maroko dan
57Seepomo Usman, Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama,
1997), h. 163.
58Oyo Sunaryo Mukhlas, Formulasi Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam
Warta Hukum Dan Keadilan Edisi IV (Bandung: PPHIM Kantor Perwakilan Jawa Barat. 2003),
h.  27.
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Suriah aturan ini dibatasi hanya untuk anak laki-laki tidak untuk anak-anak
perempuan.59
C. HUKUM KEWARISAN ADAT
1. Pengertian Hukum Waris Adat
Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum
yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan
harta kekayaan materil dan non materil dari generasi ke generasi. Pengaruh
aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris atas lapangan hukum
waris dapat diwariskan sebagai berikut:
a. Hak purba/pertuanan/ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan
membatasi pewarisan tanah.
b. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap
berkekuatan hukum setelah si pelaku meninggal.
c. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh ahli waris.
d. Struktur pengelompokkan wangsa/anak, demikan pula bentuk perkawinan turut
bentuk dan isi perkawinan.
e. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak,
pemeberian bekal/modal berumah-tangga kepada pengantin wanita, dapat pila
dipandang sebagai perbuatan dilapangan hukum waris; hukum waris dalam arti
luas, yaitu penyelenggaraan, pemindah tanganan dan peralihan harta kekayaan
kepada generasi berikutnya.60
59Abdullah Kelib, Beberapa Catatan Efektivitas Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:1992), h.
16
60Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 151.
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Menurut Hilman Hadikusuma:
Digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk
membedakan dengan istilah hukum waris barat,hukum waris Islam, hukum
waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau, hukum
waris Batak, hukum waris Jawa dan sebagainya. Jadi istilah hukum waris adat
atau bisa disebut hukum adat waris tidak ada bedanya.61
Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari
bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa
didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang
waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum adat
yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris,
tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan
itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.
Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari
suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini dapat diperhatikan bagaimana
pendapat para ahli hukum adat di masa lampau tentang hukum waris adat.
Ter Haar menyatakan:
“...het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het
boeinde, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en
immateriele vermogen van generatie op generatie.”
“...hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara
bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan
yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi’’.62
Dengan demikian  hukum waris  itu mengandung tiga unsur yaitu adanya
harta peninggalan harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta
61Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 7.
62Ibid., h. 7.
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kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya
atau yang akan menerima bagiannya.63
Menurut Hilman Hadikusuma yang dikutip oleh Soepomo menyatakan
bahwa:
“ Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses
meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda barang-barang
yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan
manusia (generatie) kepada turunannya’’.64
Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang
mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak
berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta
kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris
meninggal dunia.
Jadi bukanlah sebagaimana yang diungkapkan Wirjono:
“...pengertian “warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan
bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan
seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang
masih hidup’’.65
Hilman Hadikusuma mengartikan warisan itu adalah bendanya dan
penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum
ia wafat.
Apabila mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalah
yang dibicarakan dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUH Perdata,
63Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2003),
h. 211.
64Ibid.
65Ibid.
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tetapi jika dilihat dari sudut pandang hukum adat, maka pada kenyataannya
sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan
harta kekayaan kepada ahli waris.
Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas
Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab
perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang
berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang behineka tunggal ika. Latar
belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-
menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam
hidup.
Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan
masyarakat kekerabatannya yang berbeda.
Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa:
“Hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat
yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya
patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk
kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.66
Bangsa Indonesia yang murni alam fikirannya berasas kekeluargaan di mana
kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan
dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak
kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan
merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggan maka hal itu merupakan
66Hilma Hadikusuma, op. cit., h. 211.
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suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang
menjajah alam fikiran bangsa Indonesia.
2. Sistem Kewarisan Adat
Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia
terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, mayorat, dan
individual.
a. Sistem Kolektif
Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara
kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka
kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para
ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan
diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati
hasilnya (Minangkabau: “ganggam bauntui”).
b. Sistem Mayorat
Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua,
yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai
sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan
memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri
sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”.
c. Sistem Individual
Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan
dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan
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menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris
wafat, maka kewarisan demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem
kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan
berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata
(BW) dan dalam hukum waris Islam.67
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis  dan sumber dan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder. Adapun sumber perolehannya akan ditempuh dengan melalui cara
sebagai berikut:
1. Data Primer, yaitu data yang penelitiannya dilakukan secara empiris yang
diperoleh secara langsung dari sumber-sumber data yang terkait langsung
dengan penelitian ini.68
2. Data Sekunder, yaitu data yang dijadikan sebagai acuan teoritis dalam
memecahkan atau menjawab permasalahan penelitian. Data sekunder ini
merupakan sumber untuk memperoleh informasi menyangkut permasalahan
penelitian, yang berupa sumber telaah Al-quran, kepustakaan, dokumen-
67Ibid.
68Cik Hsan Bisri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosia (Cet, I; Jakarta:
PT. Raja Grfindo Persada, 2004), h. 290.
42
dokumen, peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan pemerintahan
dan lain-lain sebagainya yang berupa sumber tertulis.69
B. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan Syar’i
Metode pendekatan syar’i adalah pendekatan yang didasarkan pada tinjauan
hukum Islam dengan segala aspeknya  yang didasarkan pada Alquran, As-sunnah
dan doktrin ahli hukum Islam.
2. Pendekatan yuridis sosiologis
Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang
bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan
asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan perundang-undangan yang
berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dikaji.
C. Metode Pengumpulan Data
Untuk membahas dan menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan maka
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data
sekunder dengan cara sebagai berikut:
1. Field research (penelitian lapangan)
Penelitian lapangan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data primer
yang secara langsung untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan
pembahasan, dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:
a) Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap
perkembangan pengangkatan anak di pengadilan agama dengan cara mencatat
69Ibid.
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angka-angka permohonan pengangkatan anak dan penetapan pengangkatan anak
di pengadilan agama yang serta bisa memberikan gambaran mengenai penerapan
hukum Islam menyangkut kewarisan bagi anak angkat. dan pembagian warisan
anak angkat menurut hukum adat di Jeneponto.
b) Dokumentasi, yaitu penulis mengkopi penetapan pengadilan agama tentang
pengangkatan anak.
c) Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan yang
bersangkutan dengan penelitian ini.
2. Library Research (Penelitian Kepustakaan).
Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan serta membaca sumber dari
buku-buku pendukung yang berkaitan dengan penulisan ini.
3. Populasi
Dalam suatu penelitian objek biasanya disebut dengan populasi, hal tersebut
biasanya merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan sumber data
yang akan diteliti melalui sampel yang merupakan bagian dari populasi dan hal ini
merupakan kedudukan yang sama pentingnya dengan populasi.
Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah topik
penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah
penelitian.70
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian lapangan ini adalah seluruh
Hakim dan panitera pengadilan agama serta seluruh penetapan Hakim Pengadilan
70Djam’am Satori dan Aan Komariah., Medologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,
2010),  h. 46
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Agama tentang pengangkatan anak dan pembagian warisannya. Serta Masyarakat
Jeneponto yang mengsuh anak menurut adatnya.
4. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi  tersebut.71
Setelah penulis menentukan yang menjadi populasi dalam penelitian ini,
selanjutnya penulis menetapkan hanya sebagian saja dari populasi. Adapun yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang hakim dan 5 (lima)
panitera dan 7 (tujuh) orang dari yang mengangkat anak sesuai dengan adatnya.
D. Metode Pengolaan dan Analisis Data.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data yang sifatnya
normatif-kualitatif.
Normatif adalah berpegang teguh pada norma.72 Penulis menggunakan
analisis normatif karena memberikan pembahasan dari suatu penjelasan tentang
bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis
mengenai konsep-konsep dan berbagai bahan hukum lainnya.
Kualitatif adalah sebagai kemampuan untuk melakukan pengamatan secara
cermat untuk mendapatkan data yang sahih dan handal serta kecakapan untuk
berinteraksi dan beradaptasi dengan baik dengan komunikasi masyarakat yang
diamati dan diwawancarai.73
71Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), h.
81
72Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Pusat Bahasa (Jakarta: ,2008), h.
285.
73Saifullah, Metodologi Penelitian (Malang: Fakultas Syariah, 2006), h. 20.
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Penulis menggunakan anasis kualitatif karena proses pengolaan data yang
diperoleh setelah data tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data
tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada
dasar-dasar pengetahuan umum yang kemudian meneliti persoalan-persoalan yang
bersifat khusus. Bardasarkan hasil penelitian di atas, maka ditarik suatu
kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.
46
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian sesuai dengan tujuan
penelitian yang ditetapkan. Penjelasan hasil penelitian ini dimulai dari gambaran
umum Pengadilan Agama Jeneponto Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi
Selatan, Prosedur pengangkatan anak di pengadilan Jeneponto, Kedudukan anak
angkat dalam kewarisan hukum Islam, dan pengangkatan anak dalam kewarisan
hukum adat. Selanjutnya hasil penelitian itu dianalisa dan dibahas sesuai variabel
yang diteliti.
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran umum Pengadilan Agama Jeneponto
a. Keadaan geografi dan batas wilayah
Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat wilayah propinsi
Sulawesi selatan yang secara geografis terletak di antara 50 16’13” - 5039’35’’ LS
dan antara 12040’19” – 1207’51’’ BT. Ditinjau dari batas – batasnya, maka pada
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, sebelah selatan
berbatasan dengan Laut Flores, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Takalar dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.
Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979,79 Km2. Luas wilayah
kebupaten Jeneponto tersebut, meliputi 11 ( sebelas) Kecamatan dan 107 (seratus
tujuh) desa / kelurahan. Adapun kecamatan yang dimaksud adalah sebagai
berikut:74
74Pengadilan agama Jeneponto, Propi Pengadilan agama Jeneponto, 2005. h. 2
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1) Kecamatan Bangkala
2) Kecamatan Bangkala Barat
3) Kecamatan Tamalatea
4) Kecamatan Bontoramba
5) Kecamatan Binamu
6) Kecamatan Turatea
7) Kecamatan Batang
8) Kecamatan Arungkeke
9) Kecamatan Kelara
10) Kecamatan Rumbia
11) Kecamatan Tarowang
b. Keadaan Demografi
Jumlah penduduk kabupaten Jeneponto tahun 2007 sebesar 329.023 jiwa
yang seluruhnya merupakan warga Negara Indonesia (WNI). Jumlah penduduk
kabupaten Jeneponto setiap tahun terus meningkat. Ditinjau perkecamatan dalam
tahun 2007, Kecamatan Kelara menduduk posisi penduduk terbanyak yaitu 48.477
jiwa, sedangkan yang terendah adalah kecamatan arungkeke sebanyak 16.954
jiwa.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Agama, pemeluk agama
Islam di kabupaten Jeneponto adalah mencapai presentasi 99,92 % dengan
perincian sebagai berikut :75
1) Islam : 328.775 jiwa
2) Kristen Protestan : 137 jiwa
3) Kristen katolik : 111 jiwa
4) Hindu : - jiwa
5) Budha : - jiwa
75Ibid., h. 3.
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Adapun bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari hari adalah bahasa
daerah Bugis – Makassar.  Sedang yang berdomisili di kota pada umumnya adalah
bahasa Indonesia.
c. Dasar hukum dan Sejarah berdirinya pengadilan agama Jeneponto
Pengadilan agama Jeneponto dibentuk pada bulan desember 1962
pembentukan pengadilan agama Jeneponto berdasarkan peraturan pemerintah
nomor 5 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama di daerah – daerah di
luar Jawa dan Madura.
Dalam peraturan pemerintah tersebut, sekaligus disebutkan daerah daerah
mana yang akan didirikan pengadilan agama secara berurut, termasuk Pengadilan
Agama Jeneponto terdapat dalam nomor urut 80. Penetapan tersebut, mulai
berlaku sejak tanggal 29 mei 1962.76
Pada awal berdirinya, pengadilan agama Jeneponto hanya memiliki 2 orang
pegawai yaitu KH. M. Rafi sebagai ketua, dan Jata Dg. Tarang sebagai pesuruh.
Dengan kondisi seperti di atas, Praktis pengadilan agama Jeneponto belum
dapat berbuat apa-apa. Sidang tidak diadakan mengingat kelengkapan sebuah
lembaga peradilan mengingat kelengkapan sebuah lembaga peradilan belum
tersedia. Hakim hanya seorang  dan panitera belum ada.
Sebagai tempat pelaksanaan segala aktivitas peradilan, Pengadilan Agama
Jeneponto untuk sementara waktu menggunakan sebuah rumah sakit yang
berhadapan dengan pengadilan Negeri Jeneponto waktu itu, Pengadilan Agama
76Ibid.
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Jeneponto melayani masyarakat pencari keadilan, keadaan ini berlangsung sampai
akhir 1979.
Kemudian dipidahkan ke kantor departemen agama, sebab pada saat itu
kepala kantor departemen agama yang memintanya, dengan menyediakan sebuah
ruangan untuk pegawai pengadilan agama Jeneponto terjadi persaingan , maka
kantor Pengdilan Agama Jeneponto. Akan tetapi pada waktu itu, antara kepala
kantor departemen agama dengan ketua Pengadilan Agama Jeneponto terjadi
persaingan, maka kantor Pengadilan Agama Jeneponto ke Islamic Center, yang
dijadikan sebagai tempat pencarian keadilan77.
Di Islamic Center itulah, Pengadilan Agama Jeneponto mulai berusaha
melengkapi segala kebutuhan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas
tugas peradilan. Personil peradilan mulai bertambah, kantor diperbaiki, dan sarana
sarana penunjang lainnya dibenahi.
Berkat ketabahan, usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh para pejabat
Pengadilan Agama Jeneponto pada saat itu, nampaknya mendapat perhatian dari
pemerintah. Sehingga pada tahun 1975 pengadilan agama Jeneponto mulai
mendapat anggaran belanja yang memadai serta tambahan tenaga personil.
Menjelang berlakunya Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, pengadilan agama Jeneponto mulai sibuk mempersiapkan diri,
termasuk dengan mengusulkan pengadaan tenaga tenaga terampil.
Satu hal yang sangat menyedihkan pengadilan agama Jeneponto saat
persiapan itu yaitu pada saat KH. M. Rafi dimutasikan ke Jawa, apalagi KH. M.
77Ibid.,
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Rafi merupakan tokoh yang sangat gigih berjuang dan sangat disegani oleh
aparatnya.78
Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, ketua pengadilan tinggi agama
(PTA) ujung pandang mengangkat  KH.  M. Dahlan. Kemudian diganti oleh KH.
Ahmad Dg. Mappuji, warga Jeneponto asli, yang tentunya lebih gigih lagi
berjuang terutama untuk mendapatkan sebidang tanah dari pemerintah Dati II
Jeneponto untuk pembangunan sebuah kantor. Akan tetapi belum sempat cita cita
tersebut terwujud, KH. Ahmad Daeng Mappuji berhenti di masa jabatannya
karena memasuki masa pensun kemudian diganti oleh Abdullah Umairi.
Setelah Abdullah Umairi dimutasi di daerah lain, ia diganti oleh Drs. Muh.
Kadir. Kemudian pada awal tahun 1978, Drs. Ahmad Kadir diganti oleh Hj. St.
Maliha Karaeng Layu. Pada tahun itu pula, warga pengadilan agama Jeneponto
mendapatkan sebuah bangunan di atas sebidang tanah pemberian pemerintah
Daerah Jeneponto. Kantor yang terlatak di JL. M. Ali  Dg Gassing itu, mulai
dibangun pada awal tahun 1977 dan diresmikan pada akhir 1979.
Sejak berdirinya hingga saat ini, pengadilan agama Jeneponto telah dipimpin
oleh 11 ( sebelas ) orang Ketua yaitu : 79
1) K.H. M. Rafi (1962 - 1966)
2) K.H. M. Dahlan (1966 - 1969)
3) K.H. M. Ahmad Daeng Mappuji (1969 - 1971)
4) Abdullah Umaeri (1971 - 1972)
5) Drs. Ahmad Kadir (1973 - 1977)
78Ibid.,h. 4.
79Ibid., h. 5.
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6) Hj. St. Maliha Karaeng layu (1978-1980)
7) Drs. Zaenal Imamah, S.H. (1981-1985)
8) Drs. Arsyad, S.H. (1985-1991)
9) A. Roslindah  (1991-1992)
10) Drs. Nurdin Hibbu, S.H (1992-1996)
11) Mahmuddin, S. Ag, S.H. (1996-2004)
12) Drs. H. Asnawi Semmauna ( 2004 – Juni 2008)
13) Drs. Rosniati M.H (2008 – sampai sekarang)
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2. Prosedur Pengangkatan Anak
A. Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jeneponto
Prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jeneponto sama dengan
prosedur perngangkatan anak pengangkatan di pengadilan agama seluruh
Indonesia.
Menurut Dra. Rosniati, M.H, Sebelum proses pengadilan  pengangkatan anak
dilangsungkan terlebih dahulu harus diketahui tentang apa alasan pemohon untuk
menggangkat anak.
Permohonan pengesahan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan dua
cara yaitu, secara lisan dan tertulis yang dilakukan sendiri atau melalui kuasa
hukumnya. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani
oleh pemohon  atau kuasanya sah.  Selanjutnya pemohonan disampaikan kepada
ketua pengadilan agama, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi
nomor unit setelah pemohon membayar biaya perkara yang besarnya sudah
ditentukan oleh pengadilan agama.
Permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon yang beragama
Islam dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke pengadilan
Agama.
Menurut Drs H.M. Hasby, M.H, Permohonan yang mau mengangkat anak
harus mengisi permohonan pengangkatan anak. Isi permohonannya adalah:
1) Diuraikan dengan jelas motif diajukan permohonan pengesahan
pengangkatan anak.
2) Harus jelas, dalam permohonan tersebut bahwa pengangkatan anak
dilakukan terutama untuk kepentingan anak yang bersangkutan dan
digambarkan kemungkinan kehidupan anak dimasa depan pasca
pengangkatan anak.
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3) Dalam isi putusan bersifat petitum harus bersifat tunggal, seperti ‘’anak
yang bernama … ditetapkan sebagai anak angkat dari…’
4) Alamat permohonan pengangkatan anak harus jelas kemana permohonan itu
diajukan, ke pengadilan agama manakah permohonan akan diajukan.80
Perkara alamat permohonan penggangkatan anak harus jelas. Menurut SEMA
no. 6 Tahun 1983 nomor IV, permohonan pengesahan pengangkatan anak ini
ditunjukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi domisili anak yang
akan diangkat, dengan ketentuan ‘’ Domisili anak yang akan diangkat mengikuti
domisili orang tuanya’’.
Di dalam permohonan tersebut dilengkapi lampiran-lampiran yang berupa
dokumen seperti ;
(1) Dari calon orang tua angkat:
(a) Akta Nikah
(b) Surat hasil pengujian kesehatan
(c) Surat keterangan kelakuan baik
(d) Surat keterangan penghasilan
(e) Kartu Keluarga.
(2) Dari calon anak angkat yang berupa persetujuan dari orang tua kandung atau
ibu kandung bila orang tua tidak kawin sah atau mereka yang bertanggung
jawab atas pengasuhan anak.
a) Teknik pemeriksaan
Setelah permohonan diajukan oleh pemohon, maka diadakan pemeriksaan
dan teknik pemeriksaan tersebut meliputi:
80Hasby, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Jeneponto, 25 Maret 2013.
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a. Pengadilan harus mendengar langsung:
1) Keterangan dari Calon orang tua angkat dan orang tua kandung yang
berkewajiban langsung merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
2) Keterangan dari saksi yang mengetahui keadaan orang tua anak, calon orang
tua angkat dan keadaan anak yang akan diangkat.
3) Memeriksa dan meneliti alat bukti lain:
a) Akta kelahiran, surat- suart resmi
b) Akta notaris
c) Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan pernyataan
d) Surat keterangan dari kepolisian tentang cara orang tua angkat dan calon anak
angkat
4) Mengarahkan pemeriksaan persidangan terhadap hal-hal sebagai berikut:
(a) Latar belakang atau motif dari pihak yang melepaskan anak dan pihak yang
akan mengangkat anak.
(b) Seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, dan kesadaran
kedua belah pihak akan akibat – akibat dari perbuatan hukum melepas dan
mengangkat anak tersebut. Hakim menjelaskan hal tersebut kepada kedua
belah pihak.
(c) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, kesadaran rumah tangga ( kerukunan,
keserasian kehidupan rumah tangga ) serta cara mendidik dan mengasihi calon
orang tua angkat kepada calon anak angkat.
(d) Mengadakan pemeriksaan setempat di mana calon orang tua angkat itu berada.
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Setelah diadakan pemeriksaan maka diberikan bentuk dan isi keputusan.
Adapun bentuk dan isi keputusan pengadilan agama mengenai pengangkatan
anak sebagai berikut :
(1) Bentuk Keputusan
Bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap permohonan
pengesahan pengangkatan anak ada dua macam, yaitu PENETAPAN dan
PUTUSAN. Bentuk keputusan dalam bentuk penetapan jika pengangkatan anak
terjadi antar WNI dan berbentuk putusan, dan jika terjadi antar WNI dengan
WNA atau WNI ( pengangkatan anak Antar Negara / inter Country Adoption),
maka berbentuk penetapan. Di samping itu, karena permohonan pengangkatan
anak ini termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair, maka hakim akan
memberikan suatu putusan berupa penetapan sedangkan redaksi amarnya adalah
sebagai berikut :
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan..
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon bernama
…… alamat ……. Terhadap anak laki laki / perempuan bernama …….. umur/
tanggal lahir. ……
(2) Isi Keputusan
Hal-hal yang ditungkan di dalam keputusan pengangkatan anak ini di
antaranya :
(a) Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan kepentingan
kesejahteraan anak.
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(b) Pengangkatan anak menurut hukum Islam sebenarnya hanya peralihan
tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal
pemeliharaan untuk biaya hidup sehari – hari.
(c) Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memutus hubungan nasab
dengan orang tua kandungnya, sekaligus tidak menetapkan  hubungan nasab
baru dengan orang tua angkatnya.
(d) Apabila anak angkat berasal dari anak hasil di luar nikah, harus ditegaskan
bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab dengan ibu
kandung anak angkat tersebut.
(e) Antara orang tua angkat dan anak angkat tidak berakibat hukum saling
mewarisi, tetapi terikat hubungan keperdataan lain berupa wasiat wajibah.81
Menurut Drs. H. M. Hasby, M.H, pengangkatan anak di Jeneponto tidak
sebanding dengan pengangkatan anak di daerah daerah perkotaan dan
sekitarnya seperti Makassar, Gowa (Sungguminasa) dan Maros. Jumlah
tersebut bisa dihitung jari yaitu tiga pemohon saja.82
Adapun jumlah permohonan pengangkatan anak sebagai berikut :
Tabel 1: Jumlah Permohonan Pengangkatan Anak Pada Pengadilan Agama
Jeneponto (Tahun 2010-2013).83
81Pengadilan agama Jeneponto, Berkas Perkara dalam Perkara Pengangkatan anak
(Jeneponto: Pengadilan agama jeneponto, 2011). h. 5.
82Hasby, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Jeneponto, 25 Maret 2013.
83Penagidilan agama jeneponto, Buku Tahunan Perkara, 2010- 2013.
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No No Perkara Jumlah Permohonan
Pengangkatan Anak
Jenis
Kelamin
L P
1 Nomor : 12/Pdt.P/2010/PA JP 1 1
2 Nomor : 161/Pdt.P/2011/PA JP 1 1
3 Nomor : 03/Pdt. P/2012/PA JP 1 1
4 2013 -
Sumber : Pengadilan Agama Jeneponto
Dari tabel di atas menunjukan jumlah kasus pengangkatan anak yang masuk
dalam perkara di Pengadilan Agama Jeneponto.
Contoh kasus pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jeneponto
Berkas perkara nomor :161/Pdt. P/2011/ PA JP. Dalam perkara
pengangkatan anak oleh:
Hj. Nurliah,S.Pdi binti Sinalu Tompo, umur 50 tahun, agama Islam,
Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SD Bontosunggu
Paitana), betempat tinggal di bulloe, Desa bontomate’ne, Kecamatan Turatea,
Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon I; dan
H. Baharuddin Situju bin Lesu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
anggota TNI, bertempat tinggal di bulloe, Desa Bontomate’ne, Kecamatan
Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon II.
Setelah ketua Majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk
umum, Para pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan. Selanjutnya,
majelis hakim memberikan penjelasan kepada pemohon I dan pemohon II
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mengenai akibat hukum serta resiko mengangkat anak. Terhadap penjelasan
majelis hakim tersebut, pemohon I dan pemohon II  menyatakan tetap pada
permohonannya dan telah siap dengan segala resiko yang berhubungan dengan
pengangkatan anak yang diajukan, termasuk biaya untuk kelangsungan hidup dari
calon anak angkat.
Lalu dengan atas perintah Ketua majelis hakim. Pemohon I dan pemohon II
mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi yang mengetahui keadaan pemohon I
dan pemohon II, orang tua anak yang akan diangkat serta keadaan dari anak yang
diangkat itu sendiri serta orang tua kandung dari calon anak yang akan diangkat.
Bukti surat:
1. Foto kopi serta aslinya Kutipan akta nikah dari pemohon I dan pemohon II.
2. Foto kopi serta aslinya hasil pengujian kesehatan dari pemohon I dan pemohon
II.
3. Foto kopi beserta aslinya surat keterangan catatan kepolisian dari pemohon I
dan pemohon II.
4. Foto kopi beserta aslinya petikan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang
kenaikan pangkat a/n. Nurlia,S. nomor: PD.823.4/31. Tanggal 1 November
2011.
5. Foto kopi beserta aslinya petikan keputusan kepala staf Angkatan Darat tentang
kenaikan pangkat atas nama Bahruddin nomor : Kep/971-33/IX/2008.
Bertanggal 12 September 2008.
6. Foto kopi beserta aslinya daftar rincian gaji dari pemohon 1 dan pemohon II.
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7. Foto kopi beserta aslinya Kutipan Akta kelahiran ASRAM WIRA PUTRA
(calon anak angkat).
8. Foto kopi beserta aslinya kertu keluarga.84
Selanjutnya Majelis hakim memanggil  saksi I untuk dimintai keterangan dan
begitupun saksi II. Setelah itu atas pernyataan ketua majelis pemohon I dan
pemohon II membenarkan dan menerima seluruh keterangan yang disampaikan
saksi dan selanjutnya menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.
Setelah itu, Pemohon I dan pemohon II dipersilahkan mengajukan
kesimpulannya. Dalam kesempatan tersebut pemohon I dan pemohon II
berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk mengangkat ASRAM WIRA
PUTRA  dan menyatakan sudah siap dengan segala akibat hukum yang timbul
akibat pengangkatan anak ini.
Kesaksian pernyataan, alasan dan tujuan kedua orang tua kandung dan orang
tuaangkat adalah sebagai berikut :
1. Bahwa pemohon I dengan orang tua anak yang akan diangkat memiliki
hubungan keluarga
2. Bahwa kedua orang tua anak tersebut bernama:
Nama Ayah : Nurdin bin Bidillah, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, bertempat tinggal di Kunjung Mange, Desa kaluku, Kecamatan Batang,
Kabupaten Jeneponto.
84Pengadilan Agama Jeneponto, op, cit., h. 8.
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Nama Ibu : Salmawati binti Sinalu Tompo, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kunjung Mange, Desa Kaluku,
Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto
3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut rela untuk anak dipelihara oleh pemohon
karena kedua orang tua tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk
memelihara dan memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak tersebut.85
Bahwa berdasarkan alasan dan tujuan tersebut di atas, pemohon mohon
kepada Ketua pengadilan agama Jeneponto Cq. Majelis hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini bekenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon 1 dan
pemohon II terhadap anak yang bernama ASRAM WIRA PUTRA, umur 9
tahun.
3. Membebankan biaya  perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selanjutnya setelah ketua majelis hakim berdasarkan bukti-bukti yang kuat
dalil pemohon. Maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk
pemohon mengangkat Asram Wira Putra dengan ketetapan bahwa pengangkatan
anak dilakukan terutama untuk kepentingan anak tersebut.86
85Ibid.
86Ibid.
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Tentang Landasan Hukumya
Menimbang bahwa pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006
perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama menyebutkan “ pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang
beragama Islam di bidang : a. perkawinan..” dan dalam penjelasan terhadap huruf
a Pasal tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksudkan dengan perkawinan
adalah hal – hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang – undang mengenai
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain …
penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum
Islam “.
Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh,
dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik.87
Dalam al Quran Surah al – Maidah ayat 32 Allah berfirman :
…
….

Terjemahnya :
“ ...  dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka
seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya…”
a. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Tradisi Masyarakat Jeneponto
Setiap suku dan masyarakat tentu berbeda tradisinya, berkaitan dengan itu
masyarakat Jeneponto dalam prosedur pengangkatan anak ada prosedur.
87Ibid., h. 10.
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Menurut Firman mengatakan bahwa:
Tradisi pengangkatan anak ini dilakukan ketika sebuah rumah tangga
(keluarga) belum mempunyai keturunan (anak) yaitu diadakan pertemuan
mengundang : tokoh adat,  tokoh masyarakat yang sangat berperan,
pemerintah setempat, keluarga anak yang diangkat, keluarga yang
mengangkat anak dan dibuatlah kesepakatan dan keputusan secara bersama
sama.88
Dalam hal ini status anak angkat dalam tradisional/ adat membolehkan dan
tidak ada pertentangan, masing-masing jalan sesuai dengan ketentuan dalam
aturan/ hukum yang berlaku masing -masing, karena tradisi/ adat saling berkaitan,
secara dasar hukumnya adat tidak ada yang tertulis dalam kontekstual tetapi
implementasi di dalam pelaksanaannya hanya berlandaskan keyakinan dan
kepecayaan.
b. Kedudukan Anak Angkat Dalam Waris Hukum Islam Dan Adat
1. Menurut Hukum Islam
Praktek pembagian warisan anak angkat dari orang tua angkatnya menurut
Dra. Rosniati, M.H, hakim pengadilan agama Jeneponto, mengatakan :
“ Islam sangat melarang adanya saling waris mewarisi antara anak angkat dan
orang tua angkatnya, kalaupun orang tua angkat memberikan harta benda
kepada anak angkatnya cukup dengan wasiat atau hibah saja  karena Islam
tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan
penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya antara lain
berupa :
a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya di kemudian hari.
88Firman, Tokoh Masyarakat Dusun Kampong Toa Desa Bonto Sunggu Kec. Tamalatea
Kab. Jeneeponto, wawancara oleh Penulis di Rumah Firman, 17 April 2013.
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b. Pemberian wasiat terutama kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh
lebih dari 1/3 harta kekayaan dari orang tua angkat yang kelak akan
diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.89 Ini sejalan dengan pendapat
Drs. H.M. Hasby, M.H Wakil ketua pengadilan agama Jeneponto yang
mengatakan bahwa Penetapan pengadilan itu antara lain:
Hubungan Nasab :1.  Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua
kandung dan saudara-saudaranya.
2. Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya
hanyalah tanggung jawab/ kewajiban pameliharaan, nafkah,
pendidikan.
3. Anak angkat tetap dipanggil dengan nama belakang orang
tua kandungnya
Hak waris : Anak angkat tidak menjadi ahli waris terhadap harta warisan
orang tua angkat, tetapi anak angkat memperoleh wasiat
wajibah dari orang tua angkatnya yang tidak melebihi 1/3 dari
harta yang peninggalan demikian juga sebaliknya.90
Menurut Kartiningsi Dako, Hakim pengadilan agama Jeneponto mengatakan
bahwa:
‘’Pengangkatan anak sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab dari orang
tua kandung kepada orang tua angkat dengan tujuan untuk kesejahteraan anak
karena yang diutamakan pemeliharaan, pendidikan dan kebaikan anak
sedangkan mengenai hak dalam kewarisan, Pengangkatan anak dalam Islam
tidak memperbolehkan saling mewarisi (tidak mendapat warisan) tetapi hanya
mendapat wasiat yang disebut dengan wasiat wajibah yang tidak melebihi
dari 1/3 dari harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya dan sebaliknya
apabila anak angkatnya meninggal dunia maka orang tua angkat juga
mendapat wasiat wajibah.91
89Rosniati, Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Kec. Binamu Kab. Jeneponto,  wawancara
oleh penulis di Pengadilan Agama Jeneponto, 2 April 2013.
90Hasby, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Jeneponto, 25 Maret 2013.
91Kartiningsi Dako, Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, Kec Binamu Kab. Jeneponto.
wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Jeneponto, 8 April 2013.
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Bertolak dari uraian di atas penulis terhadap para sumber, Islam melarang
saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga penulis
dapat menyimpulkan bahwa anak angkat dalam kewarisan Islam tidak mendapat
warisan tetapi hanya mendapat hibah dan wasiat wajibah yang tidak boleh
melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki.
2. Menurut Hukum Adat
Pembagian warisan kepada anak angkat sangat berbeda menurut hukum Islam
dengan hukum adat yang ada di Jeneponto. Dalam hukum adat pembagian
warisan untuk anak angkat menurut Zainal Abidin tokoh masyarakat Desa
Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kebupaten Jeneponto mengatakan :
“Pembagian warisan anak angkat di Jeneponto khususnya desa kami.
Pembagian warisan terserah dengan orang tua anak angkat, apakah mau
diberikan seluruh hartanya kepada anak angkat tersebut atau sebagian saja”92
Sementara itu menurut Syamsuddin dan Jumaedah pasangan suami istri yang
sudah menikah selama 12 tahun tapi belum dikaruniai anak mengatakan bahwa:
‘’Kami mengangkat anak karena selama pernikahan belum dikaruniai anak
sehingga kami mengangkat anak dengan harapan bahwa akan ada yang
mengurus / memelihara apabila sudah tua nanti dan mengenai warisan yang
akan kami berikan, itu terserah kami. Selama harta yang diberikan kepada
anak angkat adalah yang yang didapat selama pernikahan kami.’’ 93
Sedangkan menurut Zulkarnain mengatakan bahwa:
‘’Saya mengangkat anak karena sampai saat ini belum dikaruniai keturunan,
maksud pengangkatan anak yang saya lakukan kerana ingin rumah ramai
92Zaenal Abidin, Masyarakat Dusun Bungung-bungung Desa Bontosunggu Kec. Tamalatea
Kab. Jeneponto, wawancara oleh Penulis di Rumah Zaenal Abidin, 15 April 2013.
93Syamsuddin, Masyarakat Dusun kampong toa Desa Bontosunggu Kec Tamalatea Kab.
Jeneponto, wawancara oleh penulis di Rumah Syamsuddin, 17 April 2013.
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dengan kehadiran anak dan membiayai hidup anak tersebut termasuk biaya
pendidikannya. Tentang harta benda yang akan diberikan kepada angkat,
selama tidak ada keluarga dari saya ataupun istri saya yang menuntut
nantinya maka itu terserah saya karena saya tidak ingin keluarga terpecah
belah hanya karena harta benda. Yang terpenting adalah memberikan
kehidupan yang layak kepada anak angkat saya.’’94
Menurut Yacub mengatakan bahwa:
‘’Pengangkatan anak saya lakukan karena sudah dekat sekali dengan anak
yang saya angkat dan kebetulan dia adalah keponakan saya sendiri. Di
samping ingin diurus ketika sudah tua nanti, orang tua kandungnya sudah
mempunyai banyak anak dan tidak mampu untuk membiayai pendidikan
anaknya. Mengenai warisan, saya akan berikan nanti separuh dari harta saya
dan separuhnya lagi untuk keluarga.’’95
Bertolak dari uraian di atas penulis terhadap para sumber menyimpulkan,
Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan yang baik dan mengenai kedudukan
anak angkat kewarisan dalam adat yang ada di Jeneponto, pembagiannya
tergantung dari orang tua angkatnya, apakah mau diberikan separuh maupun
keseluruhan harta yang mereka miliki selama pernikahnya.
Dari seluruh pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan mengenai
pengangkatan anak dilakukan baik di Pengadilan Agama Jeneponto maupun adat
Jeneponto sama-sama dilakukan dengan tujuan yang baik (mulia) dan mengenai
kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan hukum adat dan hukum Islam
sangat berbeda jauh. Karena hukum adat dalam Hal ini bertentangan dengan
pembagian warisan menurut hukum Islam yang hanya memberikan hibah dan
wasiat wajibah yaitu tidak lebih dari 1/3 bagian.
94 Zulkarnain, Masyarakat Kel.  Empoan Kec. Binamu Kab. Jeneponto. wawancara oleh
penulis di Rumah Zulkarnain, 20 Aapril 2013.
95Yacub, Masyarakat Desa Bangkala Loe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto , wawancara oleh
penulis di Rumah Yacub, 2  Mei 2013.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Bedasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan
1. Prosedur Pengangkatan Anak di pengadilan agama berupa bentuk dan alasan
(isi dan alamat pemohon), teknik pemeriksaan (bentuk dan isi putusan).
Sedangkan masyarakat Jeneponto dalam prosedur pengangkatan anak ada
prosedur dan tradisi ini dilakukan ketika sebuah rumah tangga (keluarga)
belum mempunyai keturunan (anak) yaitu diadakan pertemuan mengundang
: tokoh adat, tokoh masyarakat yang sangat berperan, pemerintah setempat,
keluarga anak yang diangkat, keluarga yang mengangkat anak dan dibuatlah
kesepakatan serta keputusan, maka secara bersama sama dan kedua belah
pihak keluarga.
2. Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam adalah memberikan harta
benda kepada anak angkatnya cukup dengan wasiat atau hibah saja karena
Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan
penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya antara lain
berupa :
a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya di
kemudian hari
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b. Pemberian wasiat terutama kepada anak angkat dengan ketentuan
tidak boleh lebih dari 1/3 harta kekayaan dari orang tua angkat yang
kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak. sedangkan
Di dalam hukum adat, orang tua anak angkat memiliki kehendak untuk
memberikan hartanya setelah meninggal kepada anak angkat secara keseluruhan
atau tidak.
B. Saran
Setelah melakukan pembahasan menyangkut dengan masalah penelitian
makam penulis menyarankan.
1. Bagi masyarakat Jeneponto yang mengangkat anak dengan tidak melalui
pengadilan agama agar seluruh proses pengangkatan anak dan pemberian
warisan harus sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran beragama masyarakat muslim
maka semakin hal itu dapat mendorong semangat untuk melakukan koreksi
terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah
pengangkatan anak dan pembagian warisannya.
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